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Bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna
mendukung terwujudnya kescjahteraan masyarakat Nagari dan
untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui
kesempatan  berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan
pengelolaan aset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu
diberi kewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan
Usaha Milik Nagari.

Bahwa untuk terlaksananya scbagaimana dimaksud huruf a
diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari
Padang XI Punggasan.

Undang — undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan
Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat |
(Lembaran Negara repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); .
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Nomor 52340);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian
Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun2010 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 316);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;
Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 02 Tahun 2016
tentang Pemerintahan Nagari;

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Sclatan Nomor: ... Tahun
......... Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari..
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